
 
 
 
 

 
BUPATI PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 46 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
DAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN KABUPATEN PASURUAN 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 
 

a. bahwa dalam rangka efisiensi penggunaan Anggaran dan 
tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, 
diperlukan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan 
Kegiatan sebagai acuan bagi Instansi/Lembaga/Satuan 
Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada 
huruf a, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Panduan 
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun 
Anggaran 2018 dengan Peraturan Bupati; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
        Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Menimbang : 

Mengingat   : 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015; 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang 
Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
(Standar Bidding Document). 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN 
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN KABUPATEN 
PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2018 

 
Pasal 1 

 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 
Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 
2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
  

Pasal 2 
 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 
Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 
2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan oleh 
Instansi/Lembaga/Satuan Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam 
melaksanakan program/ kegiatan Tahun Anggaran 2018. 
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Pasal 3 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 
 
 

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 Oktober 2017 

BUPATI PASURUAN, 

                 ttd. 

M. IRSYAD YUSUF 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 25 Oktober 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

           ttd. 

AGUS SUTIADJI 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 46 
 


